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3. hahwa untuk menindaklanjuti lzin Gubernur Sunratera Barat Nomor

423/L571"/DPPKBKPS.6/Xl/20L7 Tanggal 3.4 November 2OL7 tentang Pemanfaatan NIK;

KTP-el dan data Kependudukan atas Surat Kepata Badan Penelitian dan Pen$embangan
provinsi Sumatera 6arat Nomor L}Olrir7/SetlBalitbang-?:13:7 Tangi$a! 16 Oktober 20tr7
perihal Permohonan !z!n Hak Akses dan Pemanfaatan NlK, Data Kependudukan & KIP'el.

dengan mernperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

3". Undang-Undang l\lomor 23 Tahun 2006 tentang Adrninistrasi Kependudukan (Lernbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 20OO Nomor 124, Tambahan t-embaran Negara Republilt
lndonesia Nomor 4674), sebagaimama telah dlubah clengan Undang-Undang Nornor 24
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20L3 Nomor 232, Tambahan
Lernharan Negara Republik lndonesia Nomor 5475);

2. Feraturan Pemerintah NorRor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Taht"rn 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lernbaran Negara Republllr lndonesia Nomor 4736)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah lVomor i.02 Tahun 2AL2
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tarnbahan Lembaran
filegara Republik lndonesia Nomor 5373);

3: Peraturan Presiden i{omor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pendudr,rk
Berbasis hlornor lnduk Kependudukan Secara Nasiona!, sehagalmana telah diuloah
beberapa kali, terakhir dengan Feraturan Presiden lVonnor L!2 Tahwn 2013 (l-embaran
Negara Republik lndonesla Tahun 2013 ttiom sr ZS7);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonnor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Fiuang
Lingkup dan Tata Cara Pemherian Hak Akses serta Penranfaatan lrtrornor Induk
Kependudukan (l\lK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nornor 51 Tahun 201? tentang Pemanfaatan Data
Kependudukan Tingkat Provinsi Sumatera Barat;

P-ARA PIFIAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor lnduk
Kependudtlkan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Da[em Lay,snu*
Lingkup Tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Provins! Surnatera Barat, dengan ketehtuaur
sebagai berikut:

Pasai 1
Maksud dan Tujuam

y-u$rg -drn tujuan Perjanjian Kerja Sama Ini adatah untuk mengefektifkan fungsi dan peranpAffiA PIFiAK dalam pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudunlan oan kurtu
Tanda Penduduk Elektronlk. 't

h-^-r Apasal Z
Ruang l_tngkup

Rr"rang lingkup perjanjian Kerja sama ini rneliputi pemanfaatan :

a. Nomor tnduk Kependudukan (NlK);
b. Data Kependudukan; dan
c. Kartu Tanda penduduk Etektronik (KTp-et).

pasal B
Fenranfaatan hncmor lnduk Kependudukan, DatF Kependwdukan dan

Kartu Tanda penduduk fle&rtrdihig( 
'- ----'---'------- ;

Pen:lanfaatan hllK, Data Kependudukan dan KTF-el dalarn rangka mengefektifkan:

a' sinkronisasi data penerima'manfaat dengan menggunakan datahase kependudukan yang
beibasiskdfi i$tK;

lllel



(1)

validasi dan verlfikasi dalam proses pelayanan dalam lingkr"lp layanan PIFIAK 9{EDUA

den$anmen$$unakanNlK,DataKependudukandanKTPcl;dan

Perencanaan program kegiatan PIHAK I{EDUA dengan menggunakan data agregat

kependudukan; 

Kewaiib5rlifu P,HAK

PIF!A$( KESATU mempunyai kewa.liban untuk:

a. memherikan hak aksgs secara terbatas data kependudukan kepada PIFIAK KEDUA

berupa nornor KK, NI!K, nama lengkap, jenis kelarnin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun
lahir; golongan darah, a1ama/Repercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, I{lK ihu

kandung, nama ibu kandung, NfK ayah, nama ayah, atamat, kepemllikan akta kelahiran'

nornor lfta ketahiran, kepemiXikan akta perkawinan/br..tku nikah, nomor akta
perkawinan/buku nikah, tanggal pernikahan, kepemllikan akta perceraian, tanggol
perceralan dan nomor akta perceraian kepada FIHAK HEDUA;

b. menyediakan jaringan komunikasi data untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan Virtual
Private Network (VPN) lP melatui fasilitasi dan koordinasidengan Dinas Komunikasi dan

lnformatika Frovinsi Sumatera Barat;.
c. rnemberikan User ID ltepada P!FIA8{ KEDUA yang pengelolaannya menjadi tanggung

jawab PII{AK KEDU&
d. mernherikan spesifikasi teknls perangkat pembaca KTF-el sesuai [tetentuan peraturan

perundang-undangan; dan
e. rnemlrerlkan Oimbingan teknls dan pendampingan teknis irnplementasi pemanfaatan

NlK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya PIHAK KEDUA.

PIHAK !{EDt A rnernpunyai kewajiban untuk:
a. rnencantumkan NIK yang sudah c,lijamin ketunggalannya dalam dokumen yang

diterbitKan PIFIAK KEDUA;
b. mennherikan hak akses secara terbatas data dari dokumen yang dihasilkan sebagai

data balikan, guna rnelengltapi database kependudukan rnilik FIFIAK KESAT!.!;
c. bertangi$ung jawab seba€ai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses

dari FIFIAK KESATU;
d. rnemlrerikan tayanan berbasiskan KTP-el;
e. menyediakan tenaga teknis dan peran'gkat pernbaca KTP-el, sesuai dengan speslfikasi

yang diberil{an PIFIAK KESATII l}eserta Kartu secure access madule;
f. menyediakan dukun$an anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan

pendampingan teknis implementasi pemanfaatan t{lK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
g. membantu sosialisasi pernanfaatan KTFeI rnelalui media cetak dan/atau elektronik;

dan
h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak ditrakukannya

penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari PMAK KESATU walaupunr
jangka waktu Perjanjian Ker.la Sama ini telah berakhir.

Pasa! E
HaK FARA PlFlAK

PIFIAK KESATU mempunyai hak untuk:
a. rnengawasi pelaksanaan kewajiban plFlAK KEDUA;

b. rnendapatkan data batikan atas data kependudukannya telah diberikan plFlAK KESATU
trerdasarkan Ferjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi database kependudukan; eian

c. mendapatkan jaminan kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diterima dan
diakses PIFIAK [{EDUA, walaupun jangka waktu Perjanjian Ker.ia Sama ini telah
herakhir.

PifrlAK KEDUA mernpunyai hak untuk:
a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor KK, SJIK,

nama lengkap, jenis kelamin, tempat Iahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah,

(2)

(1)

(2)
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agama/kepercayaan, status perkawinan, jenis pekerjaan, NIK ibu kandung, nama ibu
kandun6!, NIK ayah, nama ayah, alamai, kepernilikan akta ketahiran, nomor akta
kelahiran, kepemilikan akta perkawinan/buku nikah, nornor akta perkawinan/buku
nikah, tanggai pernikahan, kepemilftan artta perceralan, tunsgul p*;ceraian dan nomor
akta perceraian dari pll{AK KE ATU; dan

b. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknls pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan pe[ngkat pernbaca KTp-el, atas biaya
PII{A${ MEDUA.

pasa! 6
Jangka Waktu

I:E'utSn Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya perjanjianKerja Sarna int otehPARA HHAK sampai dengan tanggal 25 iuni 2CI22 dan dapat diperpanlang atas persetu;'uan
PARA PIFIAK

Benakhirnya -:fi:ffi , Kerja sama

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

a. jangka waktu perjanjian Kerja Sama telah seiesai; ataub' atas kesepakatan PARA PIFIAI{ untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktuPerjanlian Kerja Sama berakhir.

Fasal g
Keadaan Memaksa (Force Majewre)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kei<uasaan PARA ptFIA!{ atau keadaan memaksa, dapatditakukan perubahan peraksanaan perjanjiin K;ri;s#;;t* iel-eiijr;; p^*n prFrAK.(2) Keadaan memaksa sebagalmana 
.oimaxsuo 6aoa ayat (L), adalah adanya kebijakanpemerintah yang mengakibatkan itqLn o"puioiiirurtilannya petaksanaan perjanjian Kerjasarna ini dan apabira tirjadi har-hat di ruar kekuasaan FARA prHAK.

pasal g
Femyelesaian pereefisihan

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,maka akan diseresaikan sesuaidengan r."GirtrI-'p"rlturrn perundang-undangan.

Fasal 1O
Evaluasi dan Fetaporan

(1) FIFIAI{ KEDUA 
. 
berkewa.liban membuat raporan berkara pemanfaatan rurr, DataKependudukan dan KTP-el G; tl*"ut*r, 

-ourli:lrni 
untuk semesfier pertama dan buranDesember untuk semester'keJ,lr'i,"iJol"Eiiriil"*EsAT[, 

dengan rembusan Direktur, Jenderar Kependudukan dan pencitatan sipir dan Gubernur.@ Pil-iAK KESATU metrakukan evaluasi pernanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTpclsecara berkara atas laporan pFEnrKEdil;.b"g;il;r, 
dinraksud pada ay,6119.(3) 

fiffi#tr-ffidapat melar<ukan evaluasi r"rnriruu,ln N!K, Dara Kepenc,rudukan dan KrF-
(4) Flasii evaluasisebagaimana o'*uTil,.?,*3.-qv.ut (2) qlap.o.r-kan kepada Guhernur crengantemhusan Menteri Dalam ruegeri-melalui oireildi i.no*r*l Kependudukan dan pencatatan

(1) Apabita dikemudian hari tinrhut
pelaksanaan perjanjian Kerja Sama
musyawarah untuk mufakat.

permasalahan dalam perlredaan penafsiran danini antpra PARA plFtAK akan diseiesaikan ,u.*u

4 I fi l4-l



PasalLT'
in-!-ain

(1) Dalarn hal diperlukan adanya penambahan atau pengurpngax rytgll Perjanjian Ker.la

Sarna ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA 
llHAK.

(Z) perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dituan8lkan dalam Adendum yang

merupakan nagiai yanS tidak terpisahkan dari Perjanjiirn Kerja Sarna ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalarn pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama in! akan disusun dalam Petunjuk Tenis.

Pasal 12
FenuttrP

Demikian F,erjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangl(ap 2 (dua), rnasing-masing dibubuhl
matera! cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatan$ani FARA
PIHAK.

'i...,6*,, o* M.Tp.
199403 1 005 2 00tr
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